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BAB I

PENDAHULUAN

1.1
   Latar Belakang

Era otonomi daerah (OTDA) saat ini telah menjadikan ciri khas dari sistem pemerintahan indonesia yang demokrasi, yang merupakan pencerminan keseimbangan pengaturan dalam pelimpahan urusan pusat kepada daerah. Yang mana diawali dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, mengenai otonomi daerah (OTDA). Yang dimana tidaklah lamaUndang-Undang tersebut akhirnya kembali di revisi atau dikaji ulang, yang akhirnya menghasilkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pengaturan otonomi daerah lebih mendalam cangkupanya sehingga dalam pelaksanaanya lebih jelas pola tanggung jawabnya.

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah (kabupaten/kota) secara proporsional, memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta potensi keanekaragaman daerah. Dengan demikian keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah akan sangat ditentukan oleh kesiapan daerah sendiri untuk memperdayakan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia di daerah.

Daerah sebagai penyelanggara pemerintahan dibawah kendali pusat tidak terlepas dari peranan sub-sub bagian dari daerah (kecamatan/kewedanan, kelurahan/desa) dalam melaksanakan fungsi organisasi manajemen pemerintahan. Dalam lingkup pemerintahan daerah, kecamatan dan kelurahan/desa berperan sebagai bagian dari tubuh daerah itu sendiri dalam mengelola hubungan pemerintah dengan masyarakat terutama dalam pelayanan publik. 


Memasuki tahun 2007 yang sesuai dengan program kerja pemerintah ”Jawa Barat dengan Iman dan Taqwa Menjadikan Provinsi Termaju Di Indonesia Serta Mitra Terdepan Ibu Kota Tahun 2010”, maka perlu didukung dengan pengelolaan pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang dimana kurangnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang sangat berperan penting dalam upaya kemajuan suatu daerah dimana kita harus bersaing ketat dengan daerah-daerah lain kalau ingin maju  di dalam Era Otonomi Daerah (OTDA) sekarang ini. Diperlukan perubahan perilaku yang konstruktif dan sinergitas antar pelaku pembangunan yang diawali dari peningkatan etos kerja, profesionalisme dan keteladanan dari aparatur pemerintah.  


Perubahan tersebut tidak hanya untuk kepentingan seseorang atau sekelompok saja melainkan untuk kepentingan semua orang terutama masyarakat. Yang dimana semuanya terikat kepada sebuah sistem atau aturan atau alur, sebuah pembangunan memerlukan sebuah sistem informasi manajemen daerah yang sangat baik. Tetapi sebelumnya kita haruslah mengenal satu-persatu agar lebih memahami, yang dimana terlebih dahulu diawali dengan sistem, infomasi dan manajemen. 


Sistem, telah didefinisikan oleh beberapa para ahli dengan berbagai cara perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan cara pandang dan lingkungan sistem yang ditinjau. Secara umum, sistem dapat diartikan sebagai sekumpulan-sekumpulan hal atau kegiatan atau elemen atau subsistem yang saliang bekerja sama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan. Suatu sistem mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

a. Mempunyai komponen (components).

b. Mempunyai batas (boundary).

c. Mempunyai lingkungan (environments).

d. Mempunyai penghubung/antar muka (interface) antar komponen.

e. Mempunyai masukan (input).

f. Mempunyai pengolahan(processing).

g. Mempunyai keluaran (output).

h. Mempunyai sasaran (objectives) dan tujuan (goal).


Keterkaitan antar komponen dan karakteristik suatau sistem ditunjukan oleh Gambar 1.1. dalam gambar tersebut, suatu subsistem berkaitan dengan subsistem lainya dihubungkan dengan suatu interface, membentuk suatu kesatuan guna mencapai objectives, dan pada akhirnya diharapkan akan mencapai goal.


Gambar 1.1 keterkaitan antar komponen dan karakteristik suatu sistem

Informasi sering disamakan artinya dengan data. Padahal informasi berbeda dengan data. Ada perbedaan prinsipil antara data dengan informasi, data merupakan bahan baku yang harus diolah dengan sedemikian rupa sehingga sifatnya berubah menjadi informasi. Data adalah figure atau angka-angka yang tidak berarti bila belum diolah dalam struktur atau sistem dan media tertentu untuk membentuk seperangkat fakta sehingga dapat membentuk suatu ide, teori, konsep dan seterusnya yang dapat dimengerti. Karena data adalah figure (angka/bilangan) maka dapat digunakan untuk menyatakan sesuatu.


Informasi adalah data yang telah diolah kedalam suatu bentuk yang berguna bagi penerimanya dan nyata atau berupa nilai yang dapat dipahami dalam keputusan sekarang maupun masa depan. Informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa informasi adalah data yang telah diolah dan berguna bagi pemakainya ataupun manajer dalam pengambilan keputusan.


 Sehingga infomasi atau data dapat didefinisikan sebagai bahan keterangan tentang kejadian-kejadian nyata atau fakta-fakta yang dirumuskan dalam sekelompok lambang tertentu yang tidak acak yang menunjukan jumlah, tindakan, atau hal. Informasi merupakan hasil pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung pada saat itu juga atau secara tidaka langsung pada saat mendatang.


Transformasi data menjadi informasi dapat digambarkan sebagaimana ditunjukan oleh Gambar 1.2. Dalam tersebut, input adalah data yang akan diolah oleh unit pengolah, dan output adalah informasi sebagai hasil pengolah data yang telah diinputkan tersebut. Suatu unit penyimpan diperlukan sebagai alat simpan data, pengolahan, maupun informasi.
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Gambar 1.2 Transformasi Data Menjadi Informasi

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap suatu informasi adalah meliputi fungsi, biaya, nilai, dan mutu informasi. Dalam suatu infomasi dapat mempunyai beberapa fungsi, antara lain: 

a. Menambah pengetahuan.

b. Mengurangi ketidakpastian.

c. Mengurangi resiko kegagalan.

d. Mengurangi keanekaragaman/variasi yang tidak diperlukan.

e. Memberikan standar, aturan-aturan, ukuran-ukuran, dan keputusan-keputusan yang menentukan pencapaian sasaran dan tujuan.

Informasi dikatakan sempurna apabila perbedaan antara kebijakan optimal tanpa informasi yang sempurna dan kebijakan optimal menggunakan informasi yang sempurna dapat dinyatakan dengan jelas, agar dapat mengambil keputusan-keputusan secara lebih baik.

Manajemen dapat diartikan sebagai proses memangfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan. Umumnya, sumber daya yang tersedia dalam manajemen meliputi manusia, material, dan modal. Konsep ini bertambah ketika memasuki atau difokuskan pada sistem informasi manajemen. Dalam sistem informasi manajemen, sumber daya manajemen meliputi tiga sumber daya tersebut ditambah dengan sumber daya berupa informasi.

Upaya memangfaatkan sumber daya manajemen tersebut, para pembuat keputusan akan melakukan tiga macam proses manajemen, yang meliputi:

a. Perencanaan.

b. Pengendalian (meliputi: pengorganisasian, penggerakan, dan koordinasi).

c. Pengambilan keputusan.


Sistem Informasi Manajemen (SIM) sebenarnya terdiri atas tiga kata kunci, yaitu sistem, informasi, dan manajemen. Maka Sistem Informasi Manajemen dapat didefinisikan sebagai sekumpulan subsistem yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama dan membentuk satu kesatuan, saling berinteraksi dan bekerjasama antara bagian satu dengan lainnya dengan cara-cara tertentu untuk melakukan fungsi pengolahan data, menerima masukan (input) berupa data-data, kemudian mengolahnya (processing), dan menghasilkan keluaran (output) berupa informasi.


Infomasi sebagai dasar bagi pengambil keputusan yang berguna dan mempunyai nilai nyata yang dapat dirasakan akibatnya baik pada saat itu juga maupun di masa mendatang. Guna mendukung kegiatan operasional, manajerial, dan strategis organisasi, dengan memangfaatkan sumber daya yang ada dan tersedia bagi fungsi tersebut guna mencapai tujuan


Era globalisasi yang sekarang negara indonesia  sedang hadapi memerlukan atau menuntut agar dapat memberikan yang terbaik bagi semua orang terutama warga negara. Maka pemerintah pusat memberikan wewenang  kepada setiap daerah agar dapat mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alamnya (SDA), yang dimana sejalan dengan era otonomi daerah Nomor 32 Tahun 2004.


Pelaksanaan otonomi daerah teknologi informasi dan komunikasi perlu menjadi pertimbangan bagi para peyelenggara pemerintahan untuk memangfaatkan, mengembangkan dan menguasainya, terutama dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa menghadapi tantangan globalisasi. Dalam peyelenggaraan kegiatan pemerintahan, informasi maupun data juga sangat diperlukan, terutama dalam melakukan perencanaan.

Ketiadaan data dan informasi yang mencukupi akan menyebabkan perencanaan dibuat secara intuitif, yang pada akhirnya dapat menyebabkan perencanaan tersebut salah arah. Sebuah perencanaan yang salah arah akhirnya akan menghasilkan output pembangunan yang tidak optimal.

Berbagai permasalah di atas telah diantisipasi oleh pemerintah, yakni melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang pokok-pokok Kebijaksanaan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri (SIMDAGRI). Ditetapkannya kebijakan mengenai SIMDAGRI ini adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara tepat dan akurat untuk menunjang proses pengambilan keputusan yang berdaya dan berhasil guna.

Sistem Informasi Manajemen Daerah atau selanjutnya disebut dengan SIMDA adalah sistem manajemen informasi pemerintah daerah yang merupakan subsistem dari Sistem Informasi Manajemen Dalam Negeri (SIMDAGRI) yang mendukung kebutuhan informasi bagi penyelenggaraan fungsi utama dan penunjang bagi pemerintah daerah yang terintegrasi dengan baik. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi para pengambil keputusan di semua eselon atau jajaran pemerintah daerah sesuai dengan strata informasi yang ditentukan.  

Maksud diterakannya SIMDA adalah untuk memberikan arah, pedoman, dan landasan hukum dalam rangka pembangunan, pelaksanaan dan pengembangan sistem informasi manajemen di lingkungan pemerintah daerah dan seluruh jajarannya. Hal ini seiring dengan asas SIMDA yaitu, keterpaduan, daya guna, manfaat, pembakuan, keluwesan, keamanan dan keandalan, pemilikan, sinergisme serta homogenitas. 

Ruang lingkup dari implementasi SIMDA (e-government) yaitu; (1) Pembangunan teknologi berbasis internet/intranet guna menambah akses untuk memberikan pelayanan jasa dari pemerintah kepada masyarakat (2) Keterhubungan secara elektronik antara pemerintah dengan masyarakatnya sehingga masyarakat bisa mengakses berbagai informasi atau memperoleh pelayana dari pemeirntah; (3)keterhubungan elektronik di lingkungan internal maupun eksternal untuk berbagai apliksi.

Perencanaan dan pengelolaan manajemen kepegawaian harus diawali dengan ketersediaan data dan informasi mengenai pegawai yang akurat. Karena itu perlu ada suatu mekanisme pengelolaan pegawai yang handal dan terpercaya. Salah satu cara pengelolaan pegawai agar berhasil optimal adalah dengan menggunakan bantuan teknologi informasi. 

Sejak tahun 1998 Biro Kepegawaian Provinsi Jawa Barat telah membangun Sistem Informasi Kepegawaian berdasarkan Kepmendagri Nomor 45 Tahun 1992. selanjutnya dilakukan penyempurnaan dan pengembangan seiring dengan keluarnya Kepmendagri Nomor 17/2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Depdagri dan Pemerintah Daerah. SIMPEG Propinsi Jawa Barat saat ini telah menghasilkan aplikasi yang terintegrasi dan perubahan sistem berbasis web. Perubahan ini dilakukan untuk mempermudah pengaksesan (remote acces). Saat ini SIMPEG telah On Line dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan tujuan agar setiap unit kerja dapat mengelola data kepegawaiannya sendiri dan mempercepat proses perubahan data.

Pencapaian tersebut diatas sangat bergantung pada kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset terpenting dalam suatu organisasi mengingat sumber daya inilah yang dapat menggerakan, mendayagunakan, dan mengoptimalkan aset-aset lainnya dalam suatu organisasi. Konsep mengenai pentingnya Sumber Daya Manusia (SDM) seperti tersebut diatas, berlaku baik dalam konteks organisasi publik maupun organisasi privat, oleh karena itu pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya terpentingnya ini mendapat perhatian khusus, sejak rekruitmen hingga massa pemberhentian, bahkan pasca pemberhentian.

   Sekalipun terdapat kesamaan konsep, akan tetapi ada beberapa perbedaan hal yang membedakan antara pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan organisasi publik dan organisasi privat. Organisasi publik pada umumnya lebih terikat pada berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan aspek yang dikelolanya, salah satunya dalam hal pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). Organisasi publik cenderung terkena dampak dari pemberlakuan suatu kebijakan peraturan perundangan yang baru. Salah satu contoh yang saat ini dialami oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat adanya perubahan organisasi perangkat daerah yang semula didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor. 84 Tahun 2000, kemudian didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang membawa kosekuensi penghapusan dan/atau penggabungan beberapa Dinas/Badan/Lembaga yang selama ini ada. 

Perubahan tersebut tidak hanya pada organisasi perangkat daerah, akan tetapi berimplikasi pada penataan Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat daerah yang terkena imbas dari perubahan tersebut. Jika Peraturan Pemerintah tersebut diberlakukan secara konsekuen, maka akan berimplikasi pada hilangnya banyak jabatan/posisi yang selama ini diemban oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dari pemaparan latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul dari laporan Kerja Kuliah Lapangan (KKL) ini adalah: Manajemen Sumber Daya Manusia Guna Mendukung E-Government Pada Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat (Implementasi SIMPEG-On Line Pada Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2006).
1.2
Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang diatas, maka penulis menarik beberapa permasalahan guna mempermudah arah serta proses pembahasan dalam penyusuna laporan KKL ini. Adapun masalah-masalah yang terkandung dalam uraian tadi di atas sebagai berikut :

1. Bagaimana Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Pada Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 ?

2. Bagaimana E-Government Pada Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 ? 
3. Bagaimana Implementasi SIMPEG-On Line Pada Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 ?
1.3
Maksud dan Tujuan Laporan KKL

Pembuatan laporan tertulis dari KKL ini bermaksud untuk mendapatkan informasi dan data mengenai Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Pada Dinas PSDA serta Implementasi SIMPEG-On Line Pada Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2006. sedangkan tujuan dari dibuatnya laporan KKL ini adalah :

1. Untuk mengetahui Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Pada Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2006.
2. Untuk mengetahui E-Government Pada Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2006.
3. Untuk Mengetahui Implementasi SIMPEG-On Line Pada Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 .
1.4
Kegunaan Laporan KKL

Kegunaan dari pembuatan laporan KKL ini adalah :
a. Bagi Kepentingan Penulis
Penulisan laporan KKL ini berguna sebagai ilmu praktek di lapangan sehingga penulis berkepentingan untuk mengamalkan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan, dalam hal ini yang menyangkut tentang Upaya Peningkatan Kinerja Pegawai Pada Dinas PSDA serta Implementasi E-Government Pada Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2006.

b. Kegunaan Teoritis
Menemukan dan mengembangkan teori yang telah diperoleh selama dibangku perkuliahan dengan menerapkannya dengan praktek di lapangan mengenai Upaya Peningkatan Kinerja Pegawai Pada Dinas PSDA serta Implementasi E-Government Pada Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2006.

c. Kegunaan Praktis
Memberikan masukan serta saran untuk mencari jalan yang terbaik untuk permasalahan Upaya Peningkatan Kinerja Pegawai Pada Dinas PSDA serta Implementasi E-Government Pada Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat dilapangan Tahun 2006.
1.5
Kerangka Pemikiran


Manajemen adalah suatu cara untuk mengatur agar segala sesuatu yang kita inginkan dapat tercapai sesuai kehendak, peran manajemen dalam aktifitas dapat disimpulkan sebagai langkah awal menuju sasaran. Seiring yang dikemukakan oleh George R. Terry menyebutkan bahwa manajemen adalah:

“Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemangfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya”(Hasibuan, 1996:2).

Manajemen merupakan suatu cara dalam mengelola sesuatu agar tujuan yang kita inginkan dapat tercapai, sama halnya dengan pembinaan atau erection sumber-sumber daya manusia sehingga kebutuhan akan jalannya roda pemerintahan terpenuhi. Dalam halnya manajemen terdapat pula unsur-unsur pelaksanaan dari manajemen itu sendiri diantaranya adalah: Man, Money, Methods, Materials, Machines and Market. Man yang artinya sebagai tenaga kerja manusia baik tenga kerja pimpinan maupun tenaga kerja operasional/pelaksana. Money yang artinya uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Methods yang artinya cara/sistem yang dipergunakan dalam setiap bidang manajemen untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna setiap unsur manjemen. Materials yang artinya bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Machines yang artinya mesin-mesin/alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mencapai tujuan. Market yang artinya pasar untuk menjual barang dan jasa -jasa yang dihasilkan. 

Dalam manajemen sumber daya manusia (MSDM) lebih mengfokuskan kepada unsur manusia pekerja. Manajemen Sumber Daya Manusia adalah 
“Ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenga kerja, agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan”(Hasibuan, 1996:22). 
Hal-hal yang penting di dalam MSDM ini adalah perencanaan (human resources planning), pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. 

Melihat dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah suatu cara yang dilakukan guna meningkatkan kemampuan dan tercapainya tujuan/sasaran. Adapun cara yang ditempuh tersebut adalah:

Melalui Manajemen pembinaan maka dalam arti “Melakukan usaha-usaha untuk memangfaatkan hasil yang didapat supaya lebih berdaya-guna dan berhasil-guna untuk mencapai tujuan”(Musanef, 1996:24). Maka yang dimaksud pembinaan adalah pengarahan supaya segala sesuatu tujuan dapat tercapai serta peningkatan kualitas.

Kualitas sumber daya manusia yang diharapkan, tercermin dalam perilaku manusia yang mampuh mengelola kehidupan secara produktif, efisian dan berkesadaran kebangsaan yang tinggi serta berpikiran sosial yang serasi, selaras dan seimbang dalam bereksistensi dengan lingkungannya. Manusia produktif mempunyai rasa kemandirian dan tanggung jawab yang tinggi, percaya diri sendiri dan selamanya berusaha berbuat sesuatu dan kemajuan dengan cara optimisme yang tinggi, etos kerja yang mendalam disertai dengan keberanian untuk menghadapi segala tantangan. Yang dimana teknologi memegang peranan penting dalam proses pembangunan diperlukan sejumlah sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai.


Pembinaan Sumber Daya Manusia pada dasarnya mencangkup jumlah, komposisi, kualitas dan tata nilai serta budaya kerja dan etos kerja sebagai salah satu faktor yang sangat menemtukan terhadap keberhasilan suatu organisasi, baik pada instansi pemerintah, BUMN/BUMD maupun BUMS terkait dalam sektor yang bersangkutan.

Selanjutnya apabila kita lihat lebih jauh, pembinaan sumber daya manusia pada dasarnya, mnecangkup dua upaya strategis yang harus berjalan parallel:

a. Pengelolaan jangka panjang, berupa investasi sumber daya manusia, diarahkan pada aspek oprasional yang terpenting adalah (recruitment), pembekalan melalui proses Diklat pembentukan dan Diklat pengembangan sesuai kebutuhan tingkat organisasi.

b. Pengelolaan jangka pendek dan menengah, lebih ditunjukan pada aspek oprasional pemanfaatan dan pembinaan melalui proses Diklat pengembangan, pemberian penghargaan dan kesejahteraan menjadi sasaran utama.

Disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dilakukan pada tingkat makro mupun mikro, dalam tingkat makro harus ada keterpaduan sinergis sebagai upaya kesehatan dan gizi, pendidikan dan latihan serta pemberian motivasi untuk mengembangkan etos kerja yang produktif. Sedangkan pada tingkat mikro sumber daya manusia yang tangguh dapat merupakan competition edge. Dalam upaya memanfaatkan sumber daya manajemen tersebut, para manajer melakukan tiga macam proses manajemen, meliputi: Perencanaan, Pengendalian, dan Pengambilan keputusan.  

Sejalan dengan pendapat diatas kita pun harus terlebih dahulu mengenal Sistem Informasi Manajemen. Secara umum, sistem dapat didefinisikan sebagai:
“Sekumpulan hal atau kegiatan atau elemen atau subsistem yang paling bekerja sama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk suatu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan”(Sutanta, 2003:4). 

Suatu sistem dihubungkan oleh interface, yang dimana membentuk suatu kesatuan guna mencapai objectives, yang akhirnya guna mencapai goal. Yang dimana suatu hasil tersebut dapat diperoleh dengan mengumpulkan data-data yang terdapat dilapang. 
Tetapi terlebih dahulu kita haruslah memproses data-data tersebut agar menjadi suatu informasi yang berharga sesuai dengan kebutuhan. Yang orang sering menganggap data adalah informasi, seperti yang dikemukakan oleh Edhy Sutanta dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Manajemen data adalah: 
“Data adalah keterangan tentang kejadian-kejadian nyata atau fakta yang dirumuskan dalam sekelompok lambang tertentu yang tidak acak yang menunjukan jumlah, tindakan, atau hal lainnya”(Sutanta, 2003:10).
Ada pun menurut M. Khoirul Anwar dan Asianti Oetojo. S. mengemukakan dalam bukunya yang berjudul Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan Di Era Otonomi Daerah (SIMDA), data adalah:
“Data adalah figure atau angka-angka yang tidak berarti bila belum diolah dalam struktur atau sistem dan media tertentu untuk membentuk seperangkat fakta sehingga dapat membentuk suatu ide, teori, konsep dan seterusnya yang dapat dimengerti. Karena data adalah figure (angka/bilangan) maka dapat digunakan untuk menyatakan sesuatu”(Khoirul Anwar dan Oetjo. S. 2004:25)
Kedua tokoh tersebut sama-sama mengartikan data dapat berupa catatan-catatan dalam kertas, buku, atau tersimpan sebagai file dalam basis data. Data akan menjadi bahan dalam suatu proses pengolahan data. Oleh karenanya, suatu data belum dapat berbicara banyak sebelum diolah lebih lanjut.

Sedangkan informasi seperti yang dikemukakan oleh Edhy Sutanta dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Manajemen data adalah:
“Informasi merupakan hasil pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung pada saat itu juga atau secara tidaka langsung pada saat mendatang ”(Sutanta, 2003:10).

Ada pun menurut M. Khoirul Anwar dan Asianti Oetojo. S. mengemukakan dalam bukunya yang berjudul Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan Di Era Otonomi Daerah (SIMDA), informasi  adalah:
“Data yang diolah dan berguna bagi pemakainya dalam pengambilan keputusan, yang dimana telah mengalami beberapa proses terlebih dahulu sebelum menjadi informasi”(Khoirul Anwar dan Oetjo. S. 2004:29)

Berdasarkan teori diatas maka suatu data bukanlah informasi. Melainkan informasi adalah hasil dari pengolahan data-data yang ada tersebar.

Ada pun pengertian Sistem Informasi Manajemen menurut Edhy Sutanta dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Manajemen adalah:
“sekumpulan subsistem yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama dan membentuk satu kesatuan, saling berinteraksi dan bekerjasama antara bagian satu dengan lainnya dengan cara-cara tertentu untuk melakukan fungsi pengolahan data, menerima masukan (input) berupa data-data, kemudian mengolahnya (processing), dan menghasilkan keluaran (output) berupa informasi.Infomasi sebagai dasar bagi pengambil keputusan yang berguna dan mempunyai nilai nyata yang dapat dirasakan akibatnya baik pada saat itu juga maupun di masa mendatang. Guna mendukung kegiatan operasional, manajerial, dan strategis organisasi, dengan memangfaatkan sumber daya yang ada dan tersedia bagi fungsi tersebut guna mencapai tujuan” (Sutanta, 2003:19).

Selain dengan menjelaskan teorinya, Sistem Informasi Manajemen dapat dijelaskan dengan cara lain, yaitu memberikan penjelasan yang didasarkan kepada tiga macam tinjauan, yaitu berdasarkan komponen fisik, berdasarkan fungsi pengolahan, dan berdasarkan fungsi keluaran.

Sistem Informasi Manajemen adalah awal dari berlakunya kosep E-Government di Indonesia. Yang dimana sistem informasi manajemen tersebut pun diterapkan dalam tatanan pemerintah yang dimana pada akhirnya sistem tersebut di sebut dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), seperti yang diutarakan oleh M. Khoirul Anwar dan Asianti Oetojo. S. mengemukakan dalam bukunya yang berjudul Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan Di Era Otonomi Daerah, SIMDA adalah:
“SIMDA adalah sistem manajemen informasi pemerintah daerah yang merupakan subsistem dari Sistem Informasi Manajemen Dalam Negeri (SIMDAGRI) yang mendukung kebutuhan informasi bagi penyelenggaraan fungsi utama dan penunjang bagi pemerintah daerah yang terintegrasi dengan baik” ”(Khoirul Anwar dan Oetjo. S. 2004:112)

Seperti penjelasan dari teori diatas SIMDA adalah suatu sistem yang dibuat untuk mempermudah pemerintah daerah dalam pelaksanaan tatanan pemerintah, yang dimana mempermudah dalam mencari, mendapat dan memperbaiki informasi yang ada. Serta mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan pengambilan keputusan.

Kemajuan daerah sekarang ini tidaklah tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Melainkan sebagian wewenangnya diberikan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Tetapi bukan berarti pemerintah pusat tidak lagi mengambil control, hanya yang menyangkut mengenai kehidupan orang banyak.

Seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Otonomi Daerah (OTDA) Nomor 32 Tahun 2004, yang dimana berisikan:

“Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah (kabupaten/kota) secara proporsional, memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta potensi keanekaragaman daerah. Dengan demikian keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah akan sangat ditentukan oleh kesiapan daerah sendiri untuk memperdayakan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia di daerah”(Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004)

Semenjak diberlakukanya OTDA tersebut maka pemerintah daerah diharuskan untuk dapat memangfaatkan setiap sumber daya yang tersedia. Serta pemerintah daerah diharuskan untuk mengerti perkembangan pemerintahan di dunia, yang dimana mereka telah terlebih dahulu menerapkan sistem yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi.

 Penggunaan teknologi pada saat sekarang ini hampir dipergunakan dalam semua bidang terlebih digunakan oleh lembaga, perusahaan, organisasi termasuk oleh pemerintah. Penggunaan teknologi dalam lembaga pemerintahan  yang mana lebih dikenal dengan E-Government (Elektronik Government), yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan praktik pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, pelayanan yang lebih terjangkau dan memperluas akses publik untuk memperoleh informasi sehingga akuntabilitas meningkat. Sebagai mana yang diungkapkan oleh Douglas Holmes yang menyatakan:
“E-gov is the use of information tecnology, in particular the internet, to deliver public services in a much more convenient, customer-oriented, cost-evectives, and altogether different and better way. E-gov adalah penggunaan teknologi informasi, khususnya internet, untuk menyampaikan jabatan dalam pemerintahan di (dalam) suatu jauh lebih bepcaya diri, berorientasi pelanggan, hemat biaya, dan sama sekali semuanya berbeda dan dengan cara yang lebih baik”(Indrajit,2001:13)
Berdasarkan teori E-gov diatas maka untuk melaksanakannya di tatana pemerintah daerah Jawa Barat maka dibuatlah sebuah sistem yang dimana untuk mempermudah dan mengefisiensikan sistem infromasi mengenai pegawai. Yang lebih dikenal dengan nama Sistem Informasi Manajemen Kepegawai (SIMPEG), yang berfungsi untuk mempermudah dalam mendapat informasi dan cepat dalam perubahan data. 
Sesuai dengan keputusan Kepmendagri Nomor 17 tahun 2000 tentang Sistem Infromasi Manajemen Kepegaiwaian (SIMPEG) depdagri dan pemerintah daerah. SIMPEG  Provinsi Jawa Barat saat ini telah tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dari apa yang telah ditetapkan yaitu, menghasilkan aplikasi yang terintegrasi dan perubahan sistem berbasis web. 
1.6
Metode Penelitian dalam Pelaporan KKL

Metode yang digunakan untuk penelitian dalam pelaporan KKL ini adalah:

1.6.1
Metode Penulisan 

Pendekatan-pendekatan dalam penulisan data yang diambil merupakan data kualitatif. Selanjutnya untuk penggunaan metode dalam memecahkan masalah yang dihadapi dapat mencapai hasil guna yang tinggi sehingga perlu untuk penggkajian yang lebih dalam lagi dengan melakukan survei kelembagaan. Metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif yaitu menurut Hadari Nawawi dalam bukunya yangberjudul Metode Penelitian Bidang Sosial adalah:

“Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya”(Nawawai, 2003:63).

Metode penulisan deskriptif secara gamblang menjelaskan keadaaan atau menggambarkan subjek atau objek sasaran yang harus diteliti dan diambil datanya sehingga membantu dalam laporan penyusunan.

1.6.2
Teknik Pengumpulan Data  

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data di lapangan dengan cara:

1) Observasi

Pengertian observasi menurut Hadari Nawawi dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Bidang Sosial adalah: ”Pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian”(Nawawi, 2003:100). Observasi langsung dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya penelitian, dalam hal ini adalah yang menyangkut dengan manajemen pembinaan sumber daya manusia guna mendukung berjalanya e-goverment di tatanan pemerintah yang antara lain pembinaan sumber daya manusia, keuangan yang digunakan dalam pembinaannya, metode yang digunakan, alat yang diperlukan, hingga hasil yang dikeluarkan dari manajemen pengelolaan sumber daya manusia tersebut.

Observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi partisipan yaitu suatu proses pengamatan yang dilakukan oleh observer dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan yang berlangsung pada saat diadakannya penelitian, seperti halnya penulis ikut serta berbaur dengan sejumlah pegawai dalam pekerjaannya guna keingintahuan penulis dalam pengelolaan sumber daya manusia di Dinas PSDA. Disamping itu penulis ikut serta bekerja, penulis juga memberikan sejumlah pelatiahan kepada sejumlah pegawai mengenai pemahaman ilmu komputer aplikasi (E-Commerce) guna menunjang pekerjaannya.

2) Wawancara

Pengertian wawancara menurut Hadari Nawawi dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Bidang Sosial adalah: ’Usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula” (Nawawi, 2003:111). Wawancara berlangsung dengan tatap muka atau kontak langsung pada narasumber penulis. Narasumber yang dipakai dalam pelaporan KKL ini adalah:

a. Kepala Sub Bagian Kepegawaian 

b. Staf – staf Bagian Kepegawaian 

c. Unit Pelaksana Teknis

Narasumber penulis diatas adalah sejumlah perangkat pegawai yang memahami bidangnya, sehingga memudahkan untuk membantu penulis dalam mencari mengelolah data dilapangan.

3) Studi Dokumentasi/Kepustakaan



Teknik dalam pengumpulan data dari penelitian ini penulis menggunakan studi dokumenter/kepustakaan. Yang dimaksud studi dokumenter menurut Hadari Nawawi dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Bidang Sosial adalah:

”Cara mengumpulkan data melalui peninggnalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan”(Nawawi, 2003:133).


Penelitian data kualitatif dengan menggunakan teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesisnya dilakukan dengan cara yang logis dan rasional melalui pendapat, teori atau hukum-hukum yang dapat diterima kebenarannya, baik yang mendukung atau pun yang menolak hipotesa tersebut, sehingga perlu dibuktikan kebenaranya.

1.6.3
Sumber Informasi

Sumber informasi yang digunakan oleh penulis yaitu berasal dari wawancara yang disebut narasumber. Data yang diambil dari wawancara berupa sejumlah pertanyaan mengenai oprasionalisasi dari manajemen pembinaan sumber daya manusia. Narasumber yang dipakai dalam penelitian ini adalah: KaSubag. Kepegawaian dan sejumlah perangakt pegawai yang memenuhi kriteria untuk dijadikan patokan sebagai narasumber. Adapun kriteria yang dijadikan penulis sebagai narasumber adalah: 

a. Pegawai Dinas PSDA.

b. Memiliki dedikasi tinggi terhadap pemahaman Manajemen Pembinaan, E-Government dan SIMPEG-On Line.

c. Aktif dalam pekerjaanya, terutama di lingkungan Dinas PSDA.

d. Memiliki kecakapan dalam memberikan penjelasan.

Kriteria diatas bermaksud agar memudahkan penulis dalam mencari dan mengolah data di lapangan, sehingga penulis memahami situasi dan keadaan yang sebenarnya.

1.6.4
Analisis Data
Data yang dianalisis adalah data kualitatif, sehingga penggunaan analisa yang digunakan adalah Analisis Dokumen. Analisis Dokumen sering kali disebut analisis kegiatan (actifity analisis) atau analisis informasi (information analysis). Dari dokumen berupa literatur yang tersedia dilapangan, penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan informasi-informasi yang berguna di bidangnya masing-masing dalam bentuk laopran tertulis.

1.7
Lokasi dan Waktu Pelaksanaan KKL

Penulis melakukan KKL pada:

a. Lokasi KKL

Lokasi yang diambil sebagai tempat Kuliah Kerja Lapangan (KKL) adalah di Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jalan Braga No. 137 Kota Bandung. 

b. Waktu Pelaksanaan KKL

Waktu KKL dimulai dari penyusun usulan penelitian sampai penulisan laporan KKL yang terdiri atas:

1. Pengajuan surat permohonan kepada instansi yang dimaksud (Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat), Pada bulan Juli 2006.

2. Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan di Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat, dilaksanakan kurang lebih satu bulan yaitu, pada bulan Agustus 2006.

3. pengumpulan data di lapangan (Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat), pada bulan Agustus – Oktober 2006.

4. Penyusunan Laporan Kuliah Kerja Lapangan, Pada bulan Agustus – November 2006.
5. Pelaporan Hasil Penyusunan Kuliah Kerja Lapangan, Pada bulan Desember 2006.
Tabel 1. Jadwal KKL
	Waktu 

Kegiatan
	Tahun 2006

	
	Juli
	Agust
	Sept
	Okt
	Nov
	Des

	Pengurusan Perizinan
	
	
	
	
	
	

	Pelaksanaan KKL
	
	
	
	
	
	

	Pengumpulan Data
	
	
	
	
	
	

	Penyusunan Laporan KKL
	
	
	
	
	
	

	Pelaporan Hasil KKL
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